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RINGKASAN DAN SUMMARY

Adapun langkah yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah yang amat
pelik ini. Pencegahan trafiking (perdagangan orang) di Mataram, Nusa Tenggara
Barat dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: Penyusunan, harmonisasi dan
penerapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pencegahan
dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Upaya ini terutama
ditujukan bagi provinsi dan kabupaten/kota yang belum memiliki peraturan daerah
sebagai landasan hukumyang kuat untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan
TPPO; Bagi Pemerintahan Daerah Provinsi perlu menyusun peraturan pelaksanaan
dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), agar memperoleh dukungan pembiayaan
untuk pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan, pelayanan dan
pemberdayaan; Bagi daerah yang belum memiliki kemampuan untuk menyusun
Peraturan Daerah, diharapkan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam bentuk
Peraturan Gubernur; Kepolisian dan TNI perlumemperketat pengawasan di titik-titik
rawan terjadinya penyelundupanorang untuk di jadikan trafficking terutama di
pelabuhan illegal; Mendorong Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Jaksa dan Hakim)
untuk menghukum berat para pelaku trafficking dan ekspoitasi terhadap anak dengan
menggunakan Undang—Undang TPPO dan Perlindungan Anak; BNP3TKI agar
memperketat dan menyeleksi PJTKI yang berkedok sebagai agen trafficker yang
mempekerjakan anak sebagai TKI/TKW di Luar negeri.

Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan TPPO masih perlu dilakukan;
pemetaan kasus yang disampaikan oleh BIN harus jelas jalur, mekanisme, serta
metodenya; diperlukan payung hukum (missal: SK) untuk menghindari berganti-
gantinya pejabat yang menangani TPPO; perlu diperhatikan pendanaan dalam
penyusunan RAD. Advokasi ke BAPPEDA; perlu dibuat mekanisme pengaturan
pemberian restitusi bagi korban TPPO, tremasuk penyitaan aset dan penyimpanannya;
didirikannya RPSA ( Rumah Perlindungan Sosial Anak) . Kelemahan dalam hal
update dan pengelompokan data di Polda NTB harus segera diperbaiki agar dapat
memaksimalkan aspek pencegahan Tindak Pidana Perdagangan anak Mataram NTB.
Sehingga dalam hal ini peningkatan kesadaran masyarakat akan pengertahuan tentang
‘human trafficking’ dan seringkali para calo memanfaatkan hal tersebut dengan janji
manis terkait kehidupan yang diimpikan oleh para TKI terebut. Selain itu koordinasi
antara setiap pihak harus terus diperkuat sehingga tidak ada celah bagi para pelaku
untuk melakukan tindakan tersebut.



DAFTAR ISI

Hal AMAN PENGESAHIAN. ....ommumensoss a1 5518 ssamsamiiassmme ssssesmsssns i
A. LAPORAN HASIL PENELITIAN
RINGKASAN DAN SUMMARY ....cuuiitiiiiitiiiniiniiieiineieenneenes ii
DRI orrirs oo 635146 1 Tt s ks i s st e ST s e B iii
DAPTAR T8, ; sonmmmssnmunsssnsssen sompmmmnimenirstts st t yors sesnocmsaesssss: v
EFUAR TABEL . ososiionliiodosiomientmpmnion wes s 55 o s g S S5 a5 a8 vi
DAFTAR CAMBAR cuwsiws 10 55 s cmmmmummsnsia ss 5555 656 s ssssmsismssisbns vii
DAY DR L ATAPTR AN ars 105 s anssssssnsnnsiosshes 65 s sbbismminmasmin s st 558 viii
BAB I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang masalah................coocviivinniiniiniinnenn.n, 1
b. Rumusan permasalahan.................coooceiiiviiieineineenannn, 9
&, Keaslian peneliliah. . cocmomess s t5 16865550 smmmomemmumsmss s s ssnes 9
BAB I TIRIALAN PUSTARA.. oo iis o555 musnsimmsinisissonn i1
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
a. Tijnan PERRlIIEN. o oimemvsns s 1 sisns sprmmim a5 ks 22
b. DA Amaat PEnelTHlE . v ox 41 ¢ sosmsmmmmnsusissmmnany ssn 55 s smss e 22
BAB IV METODE PENELITIAN
a BT TEREIHAN, « s imamsmnscemsnsnssn s s iphesess s s 24
b. Macai PEMBIHIAN. ... v s+ e s s se s 1 35 3 w0 g nss 24
¢ Jalaiifiygs PENCIIIAN. ... cox vy oo 5535 5555w s e 27
d. e ST A G AT et A S U W (NP CAp 28
e. Jadwal penelifian. . ... ccxmmomenss sv 55 0805555 smssmsmmmmmsmrmmEm 28
A Porsamalia BEme . . o coos sosmmeis s s s s 29
o 15 11615 3172 1 o1 [ | P e A O, 29
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.......cc0.vu covnvmsmmsmmmssmmenssspes 32
BAB VIKESIMPULAN DAN SARAN
a FETRRT oviis el isesibita bis b sran s o 7
b B oo 5414 54 53R s S S S S 78
DA AR BLISTIARC R 5 sisisisimmmmiminmonsppnmrs b $100 8 g5 S Ao bl
LAMPIRAN

B. DRAF ARTIKEL ILMIAH
C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN



“ASPEK PENCEGAHAN DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH MATARAM-NUSA TENGGARA BARAT”

Oleh :

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.!

Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA?

BAB I

PENDAHULUAN

4. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana
serdagangan  orang perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
“emampungan, pengiriam, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
semzgunaan  kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan

==valahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau

aival

—znfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
=sbut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
== mengakibatkan orang terekploitasi’. Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau
==oz persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan

szcsa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik,

“=«zn Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

~2z2n Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
~zsal 1 angka 1Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan




